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ADAT 

 
A. PENGERTIAN ADAT ISTIADAT 

Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih 

tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Indonesia menurut sensus BPS tahun 2010. 

Hal ini menyebabkan adanya keragaman adat istiadat yang dibuktikan dengan 

perbedaan budaya, tradisi, dan kebiasaan yang teridentifikasi di setiap daerah. Nilai, 

Norma, dan Tradisi masyarakat Indonesia masih berlaku hingga kini dalam tatanan 

adat istiadat. 

Adat berasal dari bahasa Persia yang berarti kebiasaan; cara; penggunaan; 

upacara; observasi. Sementara itu, istiadat berasal dari bahasa Arab isti‘adah yang 

berarti permintaan kembali. Adat berasal dari bahasa Melayu adalah tradisi, dimana 

tradisi berasal dari bahasa Inggris mengandung pengertian sebagai kebiasaan yang 

bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli, yang meliputi nilai-nilai 

budaya, norma-norma hukum adat dan aturan yang saling berkaitan dan kemudian 

menjadi suatu sistem atau peraturan tradisional yang diberlakukan pada hukum 

adat Indonesia. Menurut KBBI, adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan 

turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat 

integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.  

Adat istiadat adalah bagian dari kekayaan budaya suatu bangsa yang dijalankan 

berdasarkan norma. Norma adalah bentuk budaya yang merupakan bagian dari 

adat, nilai, tradisi, serta kebiasaan dari satu etnis atau suku yang dibentuk dalam 

tata cara berperilaku. Umumnya, adat istiadat digunakan buat memandu sikap serta 

perilaku warga tertentu. Pada kamus antropologi adat tata cara disamakan 
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SASI 

 
A. DEFINISI SASI  

Sasi berasal dari kata "sanksi" yang artinya larangan. Sasi merupakan larangan 

pemanfaatan sumber daya alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu 

tertentu yang dimaksudkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Sasi juga 

dapat diartikan dengan larangan untuk mengambil dan merusak sumber daya alam 

tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk menjaga kelestarian sumber daya alam 

(Kusumadinata, 2015). Sasi memiliki aturan-aturan dan tata cara pelaksanaan, 

pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan sehingga keseimbangan lingkungan 

terjaga dan sumber daya alam yang yang ada di dalamnya dapat dimanfaatkan oleh 

generasi berikutnya.  

Hukum adat ini mengajarkan bahwa manusia hendaknya mempertahankan 

kelangsungan makhluk hidup lain dan tidak menggunakan sumber daya alam 

secara berlebihan yang dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan alam. 

Sasi memiliki nilai hukum karena memiliki norma atau aturan yang berhubungan 

dengan cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat yang di dalamnya memuat unsur 

norma dan etika (Judge dan Nurizka, 2008). Tidak ada catatan sejarah yang pasti, 

tentang kapan diberlakukan sasi, namun diyakini praktek sasi sudah ada sejak 

tahun 1600. Aturan adat ini menjadi komitmen atau perjanjian mengenai 

pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam antara kepala adat, tokoh 

masyarakat dan masyarakat desa/negeri tersebut. Sebagai praktek konservasi 

sumber daya alam yang bersifat tradisional, sasi telah dilakukan secara turun-

temurun di berbagai wilayah Kepulauan Maluku dan meluas sampai wilayah 
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PRAKTEK SASI 

 
A. TUTUP DAN BUKA SASI 

Buka dan tutup sasi dilakukan berdasarkan pengetahuan masyarakat mengenai 

waktu atau periode kapan suatu sumber daya dapat dipanen, sehingga tidak 

mengganggu siklus hidupnya dan masyarakat pun mendapatkan hasil yang baik 

dan maksimal. Kedudukan sasi dalam pelaksanaannya bersifat hukum bukan 

tradisi, karena penggunaan sasi mengatur dengan tegas sikap bijaksana masyarakat 

dalam mengambil dan mengelola hasil alam (Damardjati dan Kusrini, 2015). Dalam 

pelaksanaannya, terdapat dua istilah penting dalam sasi, yaitu buka sasi dan tutup 

sasi.  

 

1. Tutup Sasi 

Salah satu adat tutup sasi khususnya sasi laut adalah sasi laut di Negeri Pasinalo, 

Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku (Gambar 3.1). Tutup 

sasi merupakan peristiwa pelarangan pengambilan/pemanenan sumber daya alam. 

Tutup sasi dilakukan selama setahun kemudian di tahun mendatang barulah warga 

Negeri Pasinalo bisa menikmati hasil laut yang berlimpah setelah dilakukan Buka 

Sasi. Pelaksanaan upacara tutup sasi dilakukan setelah sebelumnya 1 atau 2 hari 

menjelang upacara, dilakukan pemberitahuan oleh kepala kewang dan anak-anak 

kewang kepada seluruh masyarakat. Dengan pemberitahuan tersebut maka, 

masing-masing keluarga mempersiapkan kebutuhannya selama masa 

tutup sasi laut. 
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JENIS SASI 

 
A. SASI AIR 

Sasi air dibagi menjadi sasi laut dan sasi sungai atau kali. Sasi ini memiliki 

aturannya masing-masing, yaitu: 

1. Sasi Laut, adalah sasi yang meliputi kawasan pantai dan laut yang termasuk 

pertuanan desa. Luasnya area laut di Maluku, menyebabkan perlu adanya 

perhatian besar dalam rangka menjaga keberlanjutan produksi sumber daya 

alam tersebut (Persada et al., 2018). Hal ini berarti segala kandungan laut yang 

dianggap penting oleh masyarakat setempat, tergantung pada nilai ekonomis 

hasil laut tersebut. Yang pertama diatur sasi adalah khusus sumber daya ikan. 

Inipun meliputi jenis ikan tertentu yang biasanya bergerak berpindah-pindah 

secara berkelompok seperti ikan Lompa. Bila satu kelompok telah memasuki 

satu labuhan maka masyarakat dilarang untuk menangkapnya. Sejak saat itu 

sasi mulai berlaku. Contoh sasi laut, seperti: bialola (sejenis kerang), rumput laut, 

mutiara, dan ikan.  

2. Sasi sungai/kali, adalah sasi yang mengatur mengenai hal-hal yang tidak boleh 

dilakukan dikali. Misalnya pada saat ikan Lompa sudah masuk ke kali, 

masyarakat dilarang untuk mengganggu atau menangkapnya. Masyarakat 

dilarang mencuci bahan dapur dikali, orang laki-laki dilarang mandi bercampur 

dengan orang perempuan, dilarang mencuci pakaian atau bahan cucian apapun 

melewati tempat mengambil air minum, perahu bermotor atau jenis Speed Boat 

yang masuk ke kali tidak boleh menghidupkan mesinnya, pohon kayu di tepi 
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SASI SEBAGAI KOMUNIKASI HUKUM ADAT 

 
A. PENYELENGGARA SASI 

Pelaksanaan sasi merupakan hukum adat yang dibuat, diawasi dan dikoordinir 

oleh lembaga adat yang memiliki kewenangan dalam menetapkan suatu keputusan 

yang disebut dengan Kerapatan Dewan Adat atau Saniri. Di Maluku, lembaga sasi 

pada umumnya memiliki peran dan fungsi yang sama yakni bersama menjaga 

kelestarian lingkungan dan sumber-sumber ekonomi pada suatu wilayah atau areal 

dimana sasi diberlakukan. Adapun struktur kelembagaan sasi adalah sebagai 

berikut:  

1. Raja Negeri (Kepala Desa),  

2. Kepala Kewang,  

3. Kepala Soa, dan  

4. Masyarakat.  

 

Cara atau sistem pengangkatan jabatan Kepala kewang dan Kepala Soa dilihat 

dari garis keturunan (ascribed status), sedangkan anggota kewang dipilih dari soa 

atau marga masing-masing di desa (Asrul et al., 2017). 

Pengelolaan sasi oleh masyarakat negeri/desa adat di Maluku memiliki peranan 

atau fungsi yang berbeda-beda tergantung dari status sosial yang ada pada dirinya, 

diantaranya (Asrul et al., 2017): 

 

 

 

BAB  

5 



 

 

 

 
 

SASI DAN KONSERVASI 

 
A. DEFINISI KONSERVASI 

Konservasi memiliki arti sempit perlindungan. Secara harfiah Istilah “konservasi” 
berasal dari bahasa Inggris yaitu conservation yang terdiri dari kata con-(together) dan 

servare (keep/save) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang 

kita punya (keep/save what you have) dengan bijaksana (wise use).  

Konservasi atau pelestarian adalah tindakan pemeliharaan dan perlindungan 

secara teratur untuk mencegah sesuatu dari kerusakan. Adapun menurut ilmu 

biologi, konservasi adalah: 

1. Efisiensi penggunaan, produksi, transmisi, atau distribusi energi yang berakibat 

pada turunnya konsumsi energi dengan tetap menghasilkan manfaat yang sama; 

2. Pelestarian dan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara bijaksana; 

3. Pelestarian dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan, memastikan 

bahwa habitat alami suatu area dapat dipertahankan, sementara 

keanekaragaman genetik dari suatu spesies dapat tetap ada dengan 

mempertahankan lingkungan alaminya. 

 

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada Pasal 1 ayat 2, 

pengertian konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya 

alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin 

kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan 

kualitas keanekaragaman dan nilainya. Cagar alam dan suaka margasatwa 
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